PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 13/ 15 /PBI/2011

TENTANG

PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA

Menimbang:

LEMBAGA BUKAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa pemantauan kegiatan laliadi devisa sangat
diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan,
baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem
pembayaran;

bahwa keterangan dan data yang benar dan teyéi,w
yang diperoleh dari pemantauan kegiatan lalu lintas
devisa sangat diperlukan dalam rangka penyusunan
statistik, yang meliputi statistik Neraca Pembamgara
Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonedaa
statistik lainnya;

bahwa efektivitas dan efisiensi pemantauan kagia
lalu lintas devisa penduduk melalui sistem pelapora
kegiatan lalu lintas devisa kepada Bank Indonesréup
ditingkatkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Iyer
untuk mengatur kembali ketentuan mengenai
pemantauan kegiatan lalu lintas devisa lembagarbuka
bank;

Mengingat...



Mengingat:

Menetapkan:

1.

-2-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199%aten Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA
LEMBAGA BUKAN BANK.

BABI ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksrédn:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut LLD ladgperpindahan aset
dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukemdgduk termasuk

perpindahan aset dan kewajiban finansial luar megear penduduk.

2. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disédmgiatan LLD adalah
kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset danjkandinansial antara
penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindaheindas kewajiban

finansial luar negeri antar penduduk.

3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disedbLN adalah aktiva
penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam vagitey maupun rupiah,
antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asingpanan pada bukan
penduduk, piutang dagang atau usaha dengan bukangek, kepemilikan
surat berharga yang diterbitkan oleh bukan pendudiak penyertaan modal

pada bukan penduduk.

4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnysedut KFLN adalah
pasiva penduduk terhadap bukan penduduk baik dedduma asing maupun
rupiah, antara lain dalam bentuk simpanan milik dsukbenduduk, utang
dagang atau usaha dengan bukan penduduk, kepemidikean penduduk
pada surat berharga yang diterbitkan penduduk,amiap dari bukan

penduduk, dan ekuitas dari bukan penduduk.

5. Penduduk.



-4-

5. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badarydayang berdomisili
atau berencana berdomisili di Indonesia sekuramgrignya 1 (satu) tahun,
termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republidldnesia di luar negeri

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-uadamang berlaku.

6. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disebut LBBa&xdi@mbaga selain

bank yang berstatus Penduduk, yang meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebutMBl adalah
badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturandpeg+undangan

tentang Badan Usaha Milik Negara yang berlaku.

b. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebutVB adalah
badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturandpeg+undangan

tentang perusahaan dan lembaga keuangan daerabeydaigu.

c. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebuiMB adalah
badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertiailBdan BUMD
yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbebtdan hukum

maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

d. Badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha deabdentuk
badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukumarantain
Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan |embagdidgkan

yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat.

7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB waggjalankan
kegiatan usaha sebagai perantara keuangan sebagaidiatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut LapolLD adalah
laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindasah dan kewajiban
finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk tekmaesrpindahan aset

dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk.

BABII ...



(1)

(@)

3)
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BAB I

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 2

LBB yang melakukan Kegiatan LLD wajib menyampaikaaporan LLD

kepada Bank Indonesia secara benar dan tepat waktu.

LBB yang wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimamaaksud

pada ayat (1) meliputi LBB yang memenuhi salah datieria sebagai
berikut:

a. BUMN;

b.
C.

d.

BUMD yang memiliki utang luar negeri;

Lembaga Keuangan Non Bank;

Perusahaan Publik;

Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangamakniian gas;

Perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atporn barang;

. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa;

. Perusahaan penanaman modal asing;

BUMS yang memiliki utang luar negeri;
Badan Lainnya yang memiliki utang luar negeri; atau

LBB di luar huruf a sampai dengan huruf j yang miiotal aset atau

omset tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Baddnesia.

Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)potelaporan:

a.

b.

transaksi perdagangan barang, jasa dan transaksiyda antara
Penduduk dan bukan Penduduk; dan/atau

posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN.
(4) Transaksi.



(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)
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Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kynfeliputi seluruh
transaksi yang dilakukan melalui bank domestik, kbdnar negeri,
rekening antarkantorinter company accoujt dan/atau melalui sarana
lainnya.

Bagi LBB yang menjalankan kegiatan usaha sebaganfma keuangan,
Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)poteli transaksi
dan/atau posisi yang dilakukan untuk kepentingar LE&ndiri maupun

untuk kepentingan Nasabah LBB.

Pasal 3

LBB wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana #sod dalam
Pasal 2 secara bulanan paling lama tanggal 10 khdakutnya secara

online.

Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD yang tdiaampaikan oleh
LBB kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud agaia(1l), LBB
harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Lapokéh paling lama

tanggal 15 bulaberikutnya secaranline

Dalam hal pada hari terakhir penyampaian LaporaD dan/atau koreksi
Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ajan (2) terjadi
gangguan teknis yang mengakibatkan LBB tidak dapahyampaikan
Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secamnéine, maka Laporan
LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan sea#Hfbne pada hari

kerja berikutnya.

Dalam hal pada hari kerja berikutnya gangguan selksgebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah dapat diatasi, makeordam LLD dan/atau

koreksi Laporan LLD disampaikan secardine

(5)LBB...



(5)

(6)

(7)

1)

(2)

(1)
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LBB dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Llgakala Laporan
LLD disampaikan melampaui batas waktu sebagaimamaksud pada

ayat (1) sampai dengan akhir bulan.

LBB dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD afsmbhaporan LLD
tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebvege dimaksud pada
ayat (5).

Dalam hal LBB dinyatakan tidak menyampaikan Lapor&ahD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hal terselak tmeniadakan
kewajiban LBB untuk menyampaikan Laporan LLD kepaBank

Indonesia.

Pasal 4

Dalam rangka penyampaian Laporan LLD sebagaimamalkdiud dalam
Pasal 2 ayat (5), LBB dapat meminta keteranganddséa kepada Nasabah
yang melakukan Kegiatan LLD melalui LBB.

Nasabah harus memberikan keterangan dan data kep&da

BAB Il
PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN
Pasal 5

Dalam hal diperlukan penelitian kebenaran LaporahD L yang
disampaikan LBB sebagaimana dimaksud dalam Paddar Indonesia
dapat meminta informasi, bukti pembukuan, catatan dokumen lain

yang berkaitan dengan Laporan LLD LBB.

(2)LBB...



(2)

3)

1)

(2)

3)
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LBB harus menyampaikan informasi, bukti pembukuaatatan, dan
dokumen lain yang diperlukan dalam rangka penglit@benaran Laporan
LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangiktu yang

ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal LBB tidak memberikan informasi, bukti garkuan, catatan,
dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayamg@Ra Laporan
LLD yang disampaikan LBB kepada Bank Indonesia dialgan tidak

benar.

BAB IV
SANKSI
Pasal 6

LBB yang menyampaikan Laporan LLD sebagaimana demdkdalam
Pasal 2 secara tidak benar yang tidak ditindakiadgngan penyampaian
koreksi laporan LLD atau tidak menyampaikan bukiktib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka dikenakakssderupa denda
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) urdetap barisrécord
yang tidak benar dengan denda paling banyak selgs2(.000.000,00
(dua puluh juta rupiah).

LBB yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaa dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (5) dikenakan sanksi berupa adesebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kererlambatan dengan
denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sejutdurupiah).

LBB yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimaimaaksud
dalam Pasal 3 ayat (6) dikenakan sanksi berupa adesebesar
Rp20.000.000,00dua puluh juta rupiah).

(4)Bagi..



(4)

(1)

(@)

1)

(2)

3)
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Bagi LBB yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaa dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (6) selama 6 (enam) perioderdapberturut-turut,
selain mengenakan denda sebagaimana dimaksud patla(3d, Bank
Indonesia juga menyampaikan surat teguran dengenbbutan kepada

instansi yang terkait.

Pasal 7

Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebaga dimaksud
dalam Pasal 6 disetorkan ke rekening Kas Negang Yerada di Bank

Indonesia.

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud paidél)agilakukan
LBB setelah Bank Indonesia menerbitkan surat penaberan secara

tertulis kepada LBB dengan tembusan kepada Kardsr¥egara.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 8

LBB yang mengalami keadaan memalk$arce majeure)selama satu
periode penyampaian laporan atau lebih, dikecualikari kewajiban
menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud daksal 2.

LBB yang mengalami keadaan memakfgace majeurg kurang dari satu
periode penyampaian laporan, dikecualikan dari kba@a menyampaikan
Laporan LLD dalam batas waktu sebagaimana dima#taladn Pasal 3.

LBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat wWa)b
menyampaikan Laporan LLD setelah LBB kembali mekaku kegiatan
operasional secara normal.

(4)LBB...



(4)

1)
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LBB yang mengalami keadaan memak$arce majeure)sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segsrayampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indanelagan disertai
penjelasan mengenai keadaan meméksae majeureyang dialami.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia isglain wajib
menyampaikan Laporan LLD sebagaimana diatur dalamatéran Bank
Indonesia ini, LBB tetap diwajibkan untuk menyaniaa Laporan LLD
sampai dengan data bulan Desember 2011 sebagaiiiadumnadalam:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI1/1999 tandifialOktober
1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Defdaak dan
Lembaga Keuangan Non Bank; dan

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tanggaMaret 2002
tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisasabaan Bukan
Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dengatuf@de Bank
Indonesia Nomor 5/1/PBI/2003 tanggal 31 JanuarB200

(2) Untuk data bulan Juni 2011 yang disampaikan patenhluli 2011 sampai

dengan data bulan Juni 2012 yang disampaikan pada Buli 2012, batas
waktu penyampaian Laporan LLD paling lama tanddgeabulan berikutnya
dan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLihgdama tanggal 20

bulan berikutnya.

BAB VII ...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indomési akan ditetapkan dengan

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11
(1) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud d@tesal 6 mulai
berlaku untuk data bulan Januari 2012 yang disdtapaipada bulan
Februari 2012.

(2) Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian LaddrBndan koreksi
Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(ayatan ayat (2)
mulai berlaku untuk Laporan LLD dan koreksi LapotdarD data bulan Juli

2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012.

Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka

a. Ketentuan mengenai pemantauan kegiatan Lalu Libégsa Lembaga
Keuangan Non Bank sebagaimana diatur dalam PemaRaak Indonesia
Nomor 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentdAgmantauan

Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keaarigon Bank;

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tan@falMaret 2002
tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dabaan Bukan
Lembaga Keuangan; dan

c. Peraturan.
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c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/1/PBI1/2003 tangjallanuari 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank IndonesiaoNdi2/PBI/2002
tanggal 28 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegia#dun Lintas Devisa
Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak dataarbulanuari 2012 yang

disampaikan bulan Februari 2012.

Pasal 13
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padggdahditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yretagngan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembsegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan..
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Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR52
DSM



-14-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 13/ 15 /PBI/2011
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA

LEMBAGA BUKAN BANK

UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-UndangoN®4
Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistehai Nlukar, Indonesia
menganut sistem devisa bebas, dimana setiap Pdndagat dengan bebas
memiliki dan menggunakan devisa. Penerapan siswnsal bebas tersebut
perlu didukung dengan pemantauan Kegiatan LLD yeifiegtif agar tidak

menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nakion

Dalam rangka pemantauan Kegiatan LLD, Bank Ind@ndsiah
mengimplementasikan sistem pelaporan kegiatan LL&hkB Lembaga
Keuangan Non Bank, dan Perusahaan Bukan Lembaganien, yang
mencakup semua transaksi yang menimbulkan perpamdadiset dan
kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan RBergutermasuk

perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negear Penduduk.

Keterangan.
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Keterangan dan data yang diperoleh melalui sistelappran tersebut
diperlukan untuk penyusunan statistik, yang maelipstatistik Neraca
Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Interndsiodanesia, dan statistik
lainnya. Keterangan dan data yang diperoleh dstera pelaporan tersebut,
khususnya pelaporan dari lembaga bukan bank, sasgat ini masih
memiliki beberapa kelemahan sehingga belum dapatindkan secara

optimal dalam penyusunan statistik dimaksud.

Sehubungan dengan pentingnya statistik tersebutk umendukung
perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakanskboya di bidang
moneter, dan di sisi lain perlunya efisiensi daf@ngelolaan laporan, maka

sistem pelaporan Kegiatan LLD lembaga bukan barlk pesempurnakan.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan yang benar” adalpbrém yang
memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuaiatlefakta
sebenarnya atau dokumen pendukungnya serta telamemodi
rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bam#tomesia,
antara lain mengenai mitra transaksi, jenis tragsisakai transaksi,
jenis AFLN, jenis KFLN, dan keterangan dan datariga yang
terkait dengan Kegiatan LLD Penduduk.

Yang...
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Yang dimaksud dengan “menyampaikan laporan tepdituva
adalah menyampaikan laporan sesuai dengan batds wang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Ayat (2)

Dalam pengertian Lembaga Keuangan Non Bank tidekasuk
Pedagang Valuta Asing.

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Publik” adalalusBbeaan
Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang rignRasar
Modal.

Ayat (3)

Laporan posisi AFLN dan/atau KFLN mencakup baikigio5FLN
dan/atau KFLN yang sudah efektif menjadi tagihau &ewajiban
LBB (on balance sheptmaupun yang belum efektif menjadi
tagihan atau kewajiban LBBIff balance shegtLaporan tersebut
meliputi antara lain:
a. posisi dan perubahan AFLN;
b. posisi dan perubahan ekuitas luar negeri dan kbamjiain
yang terkait;
posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar neger
d. posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri; dan

e. posisi kustodian surat berharga gatimiliki nasababh.

Yang dimaksud dengan “posisi komitmen dan kontisijelmar
negeri” adalah tagihan dan/atau kewajiban komitndam/atau
kontinjensi luar negeri, antara lain posisi pendelspot dan
derivatif yang masih berjalan, garansi yang ditesian fasilitas

pinjaman kepada bukan Penduduk yang belum ditarik.

Kewajiban..
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Kewajiban pelaporan untuk kustodian surat berhgegey dimiliki
nasabah hanya diberlakukan pada perusahaan sekuwdtag
menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustoelmgamana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yangkoerl

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secar@nline” adalah dengan
menggunakan mediaternetpadawebsitepelaporan LLD di Bank
Indonesia.
Laporan LLD secaranline dapat disampaikan pada hari Sabtu,
Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkdéeh Bank

Indonesia.

Ayat (2)
Koreksi Laporan LLD secaranline dapat disampaikan pada hari
Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yangtdjkan oleh
Bank Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gamggang
terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lgangguan

jaringan dan/atau komunikasi.

Yang...
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Yang dimaksud dengan “secaraffline” adalah dengan
menggunakan media antara lattachment emailcompact disk
(CD), flash disk dan/atau media perekaman data elektronik lainnya

yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesiangete

Kriteria bahwa Laporan LLD dan koreksi Laporan LliBlah
disampaikan akan diatur lebih lanjut dalam Suraar&d Bank

Indonesia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)

Termasuk sebagai dokumen lain yang berkaitan aehg@oran
LLD antara lain laporan keuangan dan daftar mutdsning koran

(bank statement)

Ayat (2)..
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “periode laporan” adalah tahgygsampai
dengan akhir bulan.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan memaksacé majeury
adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebaBlBamnidak
dapat menyusun dan menyampaikan Laporan LLD dan/ata

koreksi Laporan LLD, antara lain kebakaran, kerasulmassa,

terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencamaseafzerti gempa

“bumi...
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bumi dan banjir yang dibenarkan oleh penguasa pegabat dari

instansi terkait di daerah setempat.

Yang dimaksud dengan “periode penyampaian laporadglah
tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sampai dengamsbataktu

penyampaian Laporan LLD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10

Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Badkresia antara lain:

a. cakupan keterangan dan data yang harus dilapork@masuk
keterangan dan data yang harus dilengkapi dokumedyikung;

b. prosedur dan tata cara penyampaian laporan; dan

c. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12.
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Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222
DSM



